
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam proses penyidikan merupakan hal yang 

dilarang menurut berbagai literatur yang telah penulis jabarkan dalam penelitian ini. 

Perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang diatur di dalam segala peraturan 

harus di jalankan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana khususnya pada 

proses penyidikan sehingga cita-cita hukum dapat berjalan secara optimal baik bagi 

negara maupun masyarakat. Dalam proses penyidikan perlu diperhatikan bahwa 

meskipun ia adalah seorang tersangka namun tetap yang bersangkutan memiliki 

kedudukan sebagai manusia sehingga harus diperlakukan sebagai manusia yang 

memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar, karena sebelum di putus bersalah oleh 

hakim dalam persidangan tersangka harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang mengatur akan hal tersebut. Terlebih Hukum Acara Pidana 

Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah, jadi tersangka tidak boleh 

diperlakukan secara tidak adil meskipun sedang menjalani proses penyidikan sebagai 

tersangka. Larangan atas praktek penyiksaan dalam proses penyidikan masih sering 

terjadi dalam penyelesaian perkara pidana karena didukung oleh faktor-faktor yang ada 

di lapangan. Oleh karena itu perlu kepedulian dari pihak yang berwenang untuk 

membenahi sistem hukum di Indonesia, agar di masa mendatang tidak terjadi tindak 

kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyelesaian perkara pidana khususnya dalam 

proses penyidikan. Kesadaran dari penegak hukum menentukan berjalannya keadilan 

dalam proses penyidikan sehingga dapat bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang 

berlaku. Selain itu, peran masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin keadilan 

terhadap tersangka yang mengalami tindak kekerasan dalam proses penyidikan agar 

hukum yang berlaku di Indonesia dapat berguna dan berjalan secara optimal. 

2. Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam proses penyidikan dapat berupa penyiksaan 

fisik maupun non-fisik yang dimana hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang seharusnya di penuhi oleh penegak hukum. Hak Asasi Manusia 

merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia yang melekat pada diri 

manusia sejak saat ia lahir karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Sehingga 
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dengan ditemukannya tindak kekerasan dalam proses penyidikan termasuk kedalam 

pelanggaran Hak Asasi Manusia yang merendahkan harkat dan martabat dari tersangka, 

yang dapat diartikan bahwa penegak hukum seringkali mengabaikan tentang 

pentingnya pemenuhan hak tersangka dalam proses penyidikan sehingga bertentangan 

dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Pengesahan ICCPR maka menjadi sebuah keharusan negara untuk menerapkan 

sistem peradilan yang adil sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 14 ICCPR. Maka dengan 

ditemukannya penyiksaan dalam proses penyidikan ini, diperlukan kesadaran hukum 

baik dari pihak aparat penegak hukum maupun masyarakat. Karena berdasarkan ICCPR 

setiap orang sama di hadapan hukum, dengan tidak membeda-bedakan status dan 

kedudukan orang tersebut. Pasal 14 ICCPR secara jelas telah mengatur tentang hak 

tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana, pemenuhan dari pasal ini 

merupakan sebuah ukuran penting dari penghormatan serta perlindungan terhadap Hak 

Asasi Manusia, khususnya dalam proses peradilan yang adil dan tidak memihak. 

Prinsip yang terdapat di dalam pasal ini menekankan hak untuk mendapatkan 

persamaan di depan hukum, hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, hak untuk 

dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya 

bersalah. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap 

pengadilan yang tidak memihak dan prosedur yang transparan. Dalam pelaksanannya 

pasal ini diharapkan dapat menciptakan cita-cita hukum yang adil dan optimal, dimana 

hak-hak tiap individu dapat dihormati dan keadilan dapat ditegakan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention 

Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain 

Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), seharusnya 

negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan penyiksaan yang dilakukan dalam 

proses penyidikan untuk mendapatkan pengakan atau alat bukti lain dari tersangka atau 

terdakwa agat keadilan terhadap Hak Asasi Manusia tetap berjalan Optimal dalam 

pelaksanaannya 

5.2 Saran 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penulisan hukum ini, peneliti 

memiliki beberapa saran dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut yaitu: 
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1. Kontribusi dari aparat penegak hukum pada proses penyelesaian perkara pidana 

khususnya dalam penyidikan perlu ditingkatkan sinergitas kerjanya secara terus 

menerus agar dapat menciptakan sistem peradilan yang adil sehingga mendapatkan 

hasil optimal bagi negara maupun masyarakat. Sesuai dengan tujuan bangsa dalam 

bidang hukum yaitu’mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang mencakup segala 

aspek kehidupan berbangsa dan’bernegara. Peran hukum dalam mengatur kekuasaan 

dan wewenang serta”pelaksanaan menjadi esensial dalam mengatasi permasalahan 

yang terjadi dalam proses penyidikan. Sehingga diperlukan kualifikasi khusus untuk 

menjadi seorang penyidik yang memiliki sikap sadar akan pentingnya pemenuhan hak 

tersangka dalam proses penyidikan. Karena kita tahu bahwa di lapangan kondisi 

seorang penyidik tidak selalu optimal dalam menjalankan tugasnya, ada faktor 

eksternal dan internal yang mempengaruhi prilaku seorang penyidik tersebut. 

Kualifikasi tersebut dapat berupa pelatihan yang mengarahkan pentingnya pemenuhan 

hak tersangka dalam proses penyidikan. Selain itu, perlu ditingkatkannya sikap 

profesionalisme saat menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik yang 

efektif dan efisien sehingga kekerasan dalam proses penyidikan tidak diperlukan lagi  

dalam praktiknya. 

Peran atasan sangat diperlukan dalam membimbing dan membina untuk meminimalisir 

adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang sudah diatur dalam peraturan tentang 

hal tersebut. Selain itu pentingnya mengingatkan terkait Standar Operasional Penyidikan 

secara berkala agar penyidik tidak lalai dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Hakim sebagai 

pihak yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara harus melakukan pemeriksaan 

terhadap alat bukti yang di dapat apakah didapatkan secara sah atau tidak, apabila terdapat 

laporan terkait dengan tidak sahnya alat bukti yang di dapat maka diharapkan hakim melakukan 

peninjauan terhadap hal tersebut, agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama dimata 

peradilan. Penegakan terhadap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang 

Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang 

Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), harus dijalankan dengan baik 

melalui berbagai upaya yang dilakukan salah satunya mempertajam sanksi terhadap tindakan 

kekerasan dalam proses penyidikan tersebut karena saat ini masih terlalu tumpul 
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